PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polresta Yogyakarta)

aje,

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

MAHMUD ARIF, S.H
23203011198

PEMBIMBING:
Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan tujuan utama melindungi
korban dan menindak pelaku. Di Polresta Yogyakarta, sebagian kasus KDRT
diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice sesuai Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Restorative Justice menitik beratkan
pada pemulihan hubungan dan pemenuhan hak korban melalui kesepakatan damai.
Namun, kesepakatan damai tidak selalu identik dengan terjaminnya keamanan korban,
sehingga diperlukan evaluasi efektivitas pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pemenuhan hak korban KDRT melalui
Restorative Justice di Polresta Yogyakarta dan menganalisis efektivitasnya
berdasarkan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian hukum serta Magasid Syari‘ah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis
empiris dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara kepada penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta
Yogyakarta, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban melalui
Restorative Justice di Polresta Yogyakarta mencakup kompensasi materiil, pemulihan
psikologis, dan jaminan keamanan. Secara prosedural, implementasi Restorative
Justice sudah sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, namun masih ditemukan kendala
berupa nilai kompensasi yang tidak proporsional, pelaksanaan perjanjian yang tidak
selalu diawasi, serta adanya korban yang tetap merasa terancam pasca kesepakatan.
Dari perspektif teori Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum relatif terpenuhi karena
adanya pencatatan formal, unsur kemanfaatan tercapai pada kasus yang berhasil
memulihkan hubungan keluarga, namun unsur keadilan belum optimal bagi korban
yang tidak menerima perlindungan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan mekanisme monitoring pasca Restorative Justice dan peningkatan peran
pendamping korban untuk memastikan rasa aman yang berkelanjutan.

Kata kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemenuhan Hak
Korban.
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ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a criminal offense regulated under Law Number
23 of 2004, with the primary aim of protecting victims and prosecuting offenders. At
the Yogyakarta City Police (Polresta Yogyakarta), some domestic violence cases are
resolved through a Restorative Justice (RJ) approach in accordance with Indonesian
National Police Regulation Number 8 of 2021. Restorative Justice emphasizes
restoring relationships and fulfilling victims’ rights through peaceful settlement
agreements. However, a peaceful settlement does not always guarantee the victim's
safety, making it necessary to evaluate the effectiveness of fulfilling these rights. This
study aims to describe the mechanism for fulfilling victims’ rights in domestic violence
cases through Restorative Justice at Polresta Yogyakarta and to analyze its
effectiveness based on Gustav Radbruch’s Theory of Law Enforcement justice,
expediency, and legal certainty as well as Maqgasid Syari ‘ah.

This is a field research using an empirical juridical approach with a descriptive
qualitative method. Data were collected through interviews with investigators from the
Women and Children Protection Unit, observations, and documentation.

The findings indicate that the fulfillment of victims’ rights through Restorative
Justice at Polresta Yogyakarta includes material compensation, psychological
recovery, and safety guarantees. Procedurally, the implementation of Restorative
Justice is in line with Perpol No. 8 of 2021. However, challenges remain, including
disproportionate compensation amounts, the lack of consistent monitoring of
agreement implementation, and some victims continuing to feel threatened after the
settlement. From Radbruch’s theoretical perspective, the element of legal certainty is
relatively fulfilled due to formal documentation, expediency is achieved in cases that
successfully restore family relations, yet justice remains suboptimal for victims who do
not receive ongoing protection. This research recommends strengthening post
Restorative Justice monitoring mechanisms and increasing the role of victim advocates
to ensure sustained safety.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Fulfillment of Victims’ Rights.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah Keluarga dibangun bersama- sama dari sepasang kekasih dalam ikatan
yang sah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebahagiaan dalam
pernikahan berlandaskan pada keyakinan terhadap ketuhanan.! Guna membangun
keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, diperlukan komitmen bersama antara
pasangan untuk mencintai, menghormati, menjaga loyalitas, juga mencukupi
kebutuhan lahir batin. Sikap dan tanggung jawab, ini merupakan hak sekaligus
kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan.?
Dalam sebuah keluarga, permasalahan dan konflik tidak dapat dihindari, meskipun
tidak ada seorang pun yang menginginkannya, baik dengan anggota keluarga sendiri
mauupun orang lain. Ketimpangan relasi kekuasaan antara suami dan istri kerap
menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana tindakan
kekerasan umumnya oleh suami kepada istri.

Di samping itu, sebab seperti tekanan ekonomi, rendahnya latar belakang
pendidikan, kecemburuan, serta intervensi orang tua dari pihak suami maupun istri
dalam urusan rumah tangga sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus KDRT tergolong delik aduan apabila akibat dari kdrtnya ringan dan tidak

! Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014). him. 47.

2 Rika Saraswati, Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 1.



menyebabkan cacat atau akibat yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, artinya
proses hukum terhadap pelaku baru dapat dilakukan apabila korban melaporkan
kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Dari itu mengharuskan korban untuk
memiliki keberanian dalam melapor, meskipun mereka sering kali menghadapi beban
psikologis yang berat.> Pada kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga sulit
terungkap ke ruang publik. Terdapat dua alasan utama yang melatarbelakanginya.
Pertama, karena KDRT terjadi dalam ruang lingkup domestik yang tertutup, sehingga
pihak luar tidak memiliki akses atau peluang untuk mengetahui ataupun ikut campur
dalam peristiwa tersebut. Kedua, mayoritas korban adalah istri atau anak yang berada
dalam posisi lemah secara fisik dan memiliki ketergantungan, baik secara ekonomi
maupun dalam aspek lainnya, terhadap pelaku yang umumnya merupakan suami atau
kepala rumah tangga.*

Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur secara khusus dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus
dilindungi melalui pemberian hak-hak hukum, pemulihan, dan pencegahan kekerasan
berulang. Meski demikian, penanganan kasus KDRT tidak selalu dilakukan melalui

jalur peradilan pidana formal Sejak berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik

3 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Geender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra
Feminisme (Yogyakarta: Garudhawaca, 2006). hlm. 4

4 Ibid, him. 6.



Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif, aparat kepolisian memiliki ruang hukum untuk menyelesaikan
perkara tertentu termasuk sebagian kasus KDRT, melalui pendekatan Restorative
Justice (RJ) Pendekatan ini menitikberatkan pada dialog antara pelaku dan korban,
kesepakatan damai, pemberian kompensasi, dan jaminan tidak mengulangi perbuatan,
dengan tujuan memulihkan hubungan dan menghindari dampak negatif proses litigasi.’

Penanganan perkara KDRT Indonesia umumnya dilakukan lewat jalan
persidangan, dengan penerapan hukum formil sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan keadilan. Kendati demikian, dalam praktiknya realisasi nilai keadilan acap kali
menghadapi berbagai kendala. Pemidanaan terhadap pelaku dimaksudkan untuk
menimbulkan efek jera sekaligus menjamin rasa aman bagi korban. Meski begitu,
efektivitas pendekatan ini kerap menuai kritik, khususnya dalam hal kemanfaatan,
kepastian hukum, dan keadilan. Perlu dicatat bahwa penyelesaian perkara pidana
KDRT tidak selalu harus melalui proses litigasi, karena tersedia alternatif lain dalam
kerangka hukum yang memungkinkan resolusi non-sidang. Meskipun tujuan
pemidanaan adalah memberikan efek jera, kenyataannya pendekatan tersebut sering
belum berhasil mengembalikan kedamaian antara pihak korban dan pelaku.
Terbatasnya kesempatan bagi keduanya untuk berdialog dalam proses penyelesaian

perkara menjadi salah satu kendala dalam menciptakan kembali hubungan yang sehat

SArtha Sebayang dkk, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui
Restorative Justice Di Polda Sumut", Journal Of Education Humaniora and Social Sciences, 2021. hlm.
452.



dan mendukung tercapainya solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan atau
restoratif.®

Mekanisme penegakan hukum di Indonesia semakin berkembang dengan
menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan
setelah terjadinya pelanggaran. Salah satu jalan penyelesaian perkara ini ialah dengan
mengganti hukuman bagi pelaku dengan langkah-langkah pemulihan bagi korban.
Upaya tersebut dapat mencakup permintaan maaf kepada korban, pemulihan kondisi
seperti semula, serta pemenuhan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban.” Di
Polresta Yogyakarta terdapat unit khusus yang menangani kasus KDRT ialah Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA). Pada tahun 2024, Jumlah laporan masuk
di Unit PPA Polresta Yogyakarta terdapat 13 kasus KDRT baik Fisik/Penelantaran.®
Dengan total 6 kasus kekerasan fisik yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative
Justice yang berstatus SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Selesai melalui
Restorative Justice), sementara 3 kasus kekerasan fisik memiliki status P21 (Naik
Ketahap Pengadilan), 1 Kasus kekerasan fisik SP2Lid (Henti Lidik/tidak cukup bukti),
1 kekerasan fisik tahap penyelidikan dan terdapat 2 kasus penelantaran keluarga yang
keduanya masih berstatus pada tahap Penyidikan (Masih mencari bukti/saksi dan hal

bukti mendukung lainnya).

8 Ibid, hlm. 65.

7 Surat Edaran Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

8 Hasil Wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, S.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan
Dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta. Diambil pada 13 Juni 2025



Pada Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ini terdapat 10 Kasus laporan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk pada Polresta Yogyakarta, dimana total
10 kasus diantaranya 9 Kekerasan fisik dan 1 Psikis. Dan baru 1 kasus KDRT Fisik
yang terselesaikan yang berstatus SP3/Melalui Restorative Justice, 7 kasus KDRT Fisik
pada tahap Lidik (Penyelidikan), 1 Kasus KDRT Fisik Pennyidikan, dan 1 KDRT Psikis
tahap Sidik (penyidikan).’

Di Polresta Yogyakarta, mekanisme Restorative Justice telah menjadi salah satu
alternatif penyelesaian kasus KDRT. Namun, implementasinya memunculkan sejumlah
persoalan meskipun secara prosedural telah sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021
masih ditemukan kompensasi yang tidak proporsional dengan kerugian korban,
pelaksanaan kesepakatan yang tidak selalu diawasi, dan korban yang tetap merasa
terancam setelah perdamaian. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi
ketidakseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan
Teori Penegakan Hukum Gustav Radbruch, hukum yang ideal seharusnya
mengharmonisasikan tiga nilai pokok tersebut. Namun, pada praktik Restorative
Justice di kasus KDRT terutama di Polresta Yogyakarta, keadilan bagi korban sering
kali belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan
untuk mengkaji efektivitas pemenuhan hak korban dalam penyelesaian KDRT melalui

Restorative Justice di Polresta Yogyakarta dan sebagai pendukung analisis penelitian

® Hasil Wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, S.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan
Dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta. Diambil pada 13 Juni 2025.



ini juga memanfaatkan perspektif hukum Islam melalui teori Magasid Syari’ah,
sehingga dapat memberikan rekomendasi penguatan perlindungan korban pasca
penyelesaian perkara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Restorative Justice di Polresta
Yogyakarta?

2. Bagaimana urgensi pelaksanaan Resftorative Justice dalam pemenuhan hak
korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta dilihat dari
tinjauan Magasid Syari’ah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang telah
disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai

dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berguna menemukan jawaban dari beberapa permasalahan
yang di rumuskan pada rumusan masalah penelitian:

a. Menganalisis Mekanisme Penegakan Hukum dalam pemenuhan hak

korban melalui Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta.



b. Menganalisis Urgensi dari pelaksaan Restorative Justice dalam
menyelesaikan perkara kekerasan daalam rumah tangga di Polresta

Yogyakarta dilihat dari tinjauan maqgasid syari’ah.

2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari suatu penelitian pada prinsipnya memiliki nilai guna yang
signifikan, baik untuk peneliti sendiri atau bagi pihak lainnya yang
berkepentingan. Oleh itu, manfaat penelitian dapat dikatakan bahwa:
a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk
pengembangan pada ilmu pengetahuan, baik dalam ranah syariah dan
ketatanegaraan. Selain itu, Penelitian 1ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya di bidang hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum
Islam, terutama terkait konsep penerapan Restorative Justice dalam
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan masukan dan
rekomendasi terkait perbaikan prosedur Restorative Justice agar
lebih menjamin perlindungan hak-hak korban, termasuk
mekanisme kompensasi yang proporsional, pengawasan pasca

kesepakatan, dan pendampingan psikologis.



2) Bagi Korban dan Masyarakat: Memberikan pemahaman bahwa
Restorative Justice bukan hanya sekadar proses damai, tetapi
merupakan upaya pemulihan menyeluruh yang menjamin
keamanan, keadilan, dan kesejahteraan korban.

3) Bagi Pembuat Kebijakan: Menjadi dasar pertimbangan dalam
menyusun atau merevisi regulasi terkait RJ dalam kasus KDRT,
termasuk standardisasi kompensasi, prosedur mediasi, serta

integrasi nilai-nilai hukum positif dengan prinsip kemaslahatan

D. Telaah Pustaka

Kajian penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara
kekerasan seksual pada lingkup rumah tangga telah banyak dilaksanakan oleh para
peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku, maupun artikel jurnal.
Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan studi-studi
terdahulu. Penulis secara khusus menitikberatkan pada mekanisme penegakan hukum
serta urgensi penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus
KDRT, disertai dengan analisis perspektif Magdsid Syari’ah terhadap konsep tersebut.
Adapun sejumlah penelitian relevan yang menjadi rujukan dalam studi ini dapat
diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Andrew Lionel Laurika dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT



menurut Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa
kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga, dimana Penelitian ini untuk mempelajari perlindungan
hukum kepada korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengidentifikasi kendala
dalam pelaksanaannya. Dengan memakai metode penelitian hukum normatif, dari
penelitian menyimpulkan pertama, perlindungan hukum bagi korban KDRT sangat
diperlukan, mengingat segala bentuk kekerasan, khususnya dalam rumah tangga,
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan,
serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.!®

Kedua, Penelitian Jurnal oleh Suartini & Maslihati Nur H, dengan Judul
"Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan
dan Anak sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Masa Pandemi)”
Menjelaskan penerapan Restorative Justice dalam KDRT selama pandemi, mencakup
mediasi, kebutuhan rumah aman, rehabilitasi, dan pendampingan hingga proses
hukum. Sangat relevan untuk bagian tinjauan pustaka dan perbandingan praktik.Dalam
penelitian yang berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan
beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk

menjawab setiap rumusan masalah serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat

10 Laurika Andrew Lionel, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga", Jurnal Lex Crimen, Vol. 5 (2016).
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dengan memadukan pada pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu
melakukan ~ perdamaian melalui restorative justice melakukan sosialisasi dan
pembinaan, penempatankorban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika
dibutuhkan danjuga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut
hingga ke proses pengadilan.'!

Ketiga, Penelitian Jurnal oleh Dwi Rahmawati, Fulfillment Of The Rights Of
Domestic Violence Victims Through Restorative Justice Policy, Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsep restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih
manusiawi dengan memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku serta
mendorong pemulihan kerugian yang dialami korban. Namun, implementasinya
menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dari penegak hukum dan
kebutuhan akan mediator yang terlatih. Sehingga diperlukan adanya pelatihan mediator
dan sosialisasi kepada masyarakat serta penegak hukum untuk memastikan
keberhasilan penerapan restorative justice.'?

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Gita Ayu Atikah dan Agus Riwanto
yang berjudul ”Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam

! Suartini & Maslihati Nur H, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan
Hukum Bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Masa Pandemi)”,
Jurnal Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 1, Juli 2023.

12 Dwi Rahmawati, “Fulfillment Of The Rights Of Domestic Violence Victims Through
Restorative Justice Policy”, Jurnal Illmah Advokasi, Vol. 13, No. 1, Maret 2025.
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Upaya Mewujudkan Access To Justice bagi Perempuan Korban Kekerasan” Jurnal ini
menegaskan bahwa pencapaian akses terhadap keadilan (access fo justice) memerlukan
berbagai strategi konkret. Di antaranya: (1) pendirian lembaga bantuan hukum yang
progresif dan responsif dalam penyelesaian sengketa; (2) pengembangan institusi
hukum yang berfokus pada pemberian pendidikan serta pelatihan hukum bagi
kelompok rentan; (3) penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sebagai
penunjang keterjangkauan akses hukum; dan (4) pembentukan mekanisme pengawasan
serta saluran pengaduan yang kuat demi menjamin perlindungan, pemenuhan, dan
penghormatan terhadap hak-hak kelompok yang rentan secara sosial maupun
struktural.'?

Kelima, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Wawan Aolawi dan Dani
Durahman yang berjudul “ Pelaksanaan Resftorative Justice Perkara Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan” kesimpulan dan pembahasan dalam jurnal
ini ialah Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai
bentuk ikhtiar agar para pihak yang berkonflik agar dapat mencapai keputusan yang
bersifat mutual dan dapat diterima bersama, khususnya di Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak (PPA) Polresta Bandung. Secara empiris, mekanisme penyelesaian kasus

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlaku masih didominasi oleh

13 Atikah Ayu Gita dan Agus Riwanto, ‘Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan
Dalam Upaya Mewujudkan Access To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan’, Jurnal Res Publica,
Vol. 4 (April 2020).
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pendekatan pemidanaan, sehingga tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif belum
optimal tercapai. Jurnal ini menyoroti bahwa musyawarah menjadi elemen sentral
dalam konsep keadilan restoratif, di mana nilai keadilan tidak semata ditentukan oleh
lembaga peradilan, melainkan oleh keterlibatan aktif para pihak dalam menentukan
resolusi konflik yang berkeadilan.'*

Keenam, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Artha Sebayang, dkk yang
berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative
Justice di Polda Sumut” Hasil penelitian dan kesimpulan dalam jurnal ini menunjukkan
bahwa konsep Restorative Justice ialah metode yang dipakai guna menyelesaikan
kasus pidana dengan memprioritaskan integritas baik dari korban, pelaku, serta
masyarakat yang tujuan semuanya dalam mencapai solusi bersama. Pendekatan ini
bertujuan untuk menjaga hubungan baik korban maupun pelaku melalui mekanisme
mediasi penal dalam upaya mencapai keadilan restoratif dalam suatu perkara. Di
jajaran Polda Sumut, diperlukan keberadaan penyidik pembantu yang berperan sebagai
mediator dengan kompetensi dalam melakukan mediasi secara independen,
profesional, serta memiliki wawasan hukum dan pemahaman sosiologi yang baik.
Selain itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi penyidik Polri agar mereka dapat
berperan sebagai mediator tidak hanya berdasarkan pengalaman bertugas, tetapi juga

melalui pendidikan formal yang lebih mendalam di lingkungan kepolisian.'®

14 Aolawi Wawan dan Dani Durahman, ‘Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan’, Jurnal ilmu Hukum, Vol. 21 (2022).

15 Artha Sebayang dkk.
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Ketujuh, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Eva Widya astuti Penerapan
Restorative Justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga” Penelitian ini
menyimpulkan jika pelaksanaan Restorative Justice dalam kasus KDRT tertentu dapat
diimplementasikan atas inisiatif pelapor (korban) yang menginginkan penyelesaian
melalui jalur perdamaian atau mediasi penal. Meski dalam system peradilan pidana
positif belum terdapat pengaturan eksplisit terkait penggunaan mekanisme tersebut
dalam perkara KDRT, penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
memiliki kewenangan diskresioner untuk memfasilitasi pertemuan antara korban dan
pelaku. Dalam praktiknya, penyidik berperan sebagai fasilitator tanpa campur tangan
eksternal, dan pendekatan ini terbukti mampu menghindari pemidanaan pelaku. Lebih
jauh, sejumlah kasus KDRT berhasil diselesaikan melalui mediasi penal, yang
menunjukkan bahwa mekanisme ini berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang
lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan kebutuhan para pihak.'¢

Kedelapan, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Zulfatun Nimah yang
berjudul ” Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga” Berdasarkan temuan ini, regulasi yang mengatur kekerasan dalam rumah
tangga sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dinilai
belum mampu diterapkan secara efektif dalam rangka memberikan perlindungan yang

memadai bagi korban KDRT. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah

16 Widya Astuti Eva, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekesaran Dalam Rumah
Tangga" Skripsi Universitas islam indonesia, (2022).
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faktor sosiologis, antara lain ketidakharmonisan paradigma di kalangan aparat penegak
hukum terkait perlindungan korban, minimnya sosialisasi terhadap regulasi yang
berlaku, serta ketimpangan antara sarana hukum yang tersedia dan volume kasus yang
ada. Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat dan
ketidaksesuaian antara nilai-nilai dalam regulasi dengan norma sosial yang hidup di
tengah masyarakat turut menjadi kendala implementasi. Oleh karena itu, dibutuhkan
pendekatan yang lebih menyeluruh dan sistemik guna meningkatkan efektivitas
penegakan hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.!”
Kesembilan, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Ninik Rahayu, S.H., MS.
Dengan judul ” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban” Penelitian
ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT) bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun,
ancaman hukumannya dinilai kurang tegas karena tidak menetapkan batasan hukuman
minimal, hanya hukuman maksimal, serta memberikan alternatif sanksi sebuah
kurungan ataupun denda yang dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak
yang dialami korban. jikalau, dalam beberapa kasus penerapan ketentuan hukum yang
terdapat dalam KUHP justru dianggap lebih menguntungkan dalam memberikan sanksi

bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis di luar peran korban untuk

17 Zulfatun Ni’mah, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga’, Jurnal Syariah, Tulung Agung Jawa Timur, (2012).



15

mendukung dan melindungi mereka, terutama dalam mengungkap kasus KDRT yang
mereka alami, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berpihak
kepada korban. '8

Kesepuluh, Penelitian Jurnal oleh Fahrurrozi, Apipuddin, & Heru Sunardi
tentang Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Magashid
Syari’ah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram), Hasil penelitian ialah
penyelesaian kasus pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga dengan
menggunakan Restoratif Justice perspektif Magashid Syari’ah sebagai sebuah upaya
untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dan korban sesuai dengan keadilan yang
mereka harapkan. Dengan demikian Magashid Syari’ah dalam penyelesaian kasus
KDRT memiliki esensi yang harus dipertahankan dalam mengambil keputusan,
sehingga dapat melihat kemalahatan dan kemudaratan dari konflik yang sedang terjadi.
Dengan demikian keputusan untuk berdamai maupun bercerai (melanjutkannya pada
tahap selanjutnya) telah dipertimbangkan secara matang baik maslahanhnya maupun
mudharatnya. Sebagai sebuah pendekatan, Restorartif justice dapat dikatakan sebagai
sebuah paradigma dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui mekanisme mediasi

dengan berpedoman pada Magqashid Syari’ah.”’

'8 Rahayu Ninik, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban", Jurnal Legislasi indonesia, Vol. 5,
(September 2018).

19 Fahrurrozi, Apipuddin, & Heru Sunardi. Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif
Justice Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram). AI-ITHKAM
Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 14 (2),
(2022).
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Berdasarkan dari kajian-kajian dan penelitian diatas, masih terdapat ruang
untuk melanjutkan penelitian ini dari berbagai perspektif akademik. Secara umum,
kajian-kajian sebelumnya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama
dalam aspek perlindungan hukum, kendala-kendala dalam penegakan hukum, serta
penerapan Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT. Namun,
penelitian ini akan memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dengan menitik
beratkan pembahasannya pada perspektif dan teori-teori yang lebih spesifik, yakni
kepastian hukum Gustav Radburch, pandangan Magqdasid Syari’ah dan juga penelitian
ini akan mengaitkan analisisnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan fokus penelitian

yang lebih spesifik dengan implementasinya di wilayah Polresta Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum itu harus jelas bagi rakyat yang
tunduk pada hukum, agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif,
kepastian hukum adalah aturan yang tercapai melalui penciptaan dan pengesahan
peraturan yang tidak hanya spesifik dan logis dalam peraturanya, tetapi konsisten
dalam implikasi dan interaksinya dengan norma-norma yang lain. Untuk
menghindari dari ambiguitas dan konflik antar norma. Juga mencakup
implementasi hukum yang jelas, stabil, dan konsisten yang tidak terpengaruh oleh

faktor subjektif. Kepastian dan keadilan dalam hukum bukan hanya prinsip moral,
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tetapi juga atribut esensial dari hukum itu sendiri, dengan hukum yang tidak
menawarkan kepastian dan keadilan dianggap efisien. Konsep ini berakar pada
Yuridis Dokmatik dan pandangan positivis hukum, yang memperlakukan hukum

sebagai entitas otonom dan mandiri yang terdiri dari rangkaian aturan yang jelas.?

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa
hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum
menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk norma hukum tertulis.

Karena kepastian itu sendiri hakikatnya menjadi tujuan utama dari hukum.?!

2. Teori Magqasid Syari’ah

Magasid Syari‘ah adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang
merujuk pada tujuan-tujuan utama dari pensyariatan hukum oleh Allah SWT. Teori
ini menekankan bahwa setiap hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga
memiliki maksud dan hikmah yang mendalam demi kemaslahatan umat manusia.
Magasid Syari’ah memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi sasaran utama
dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Konsep ini merepresentasikan
tujuan-tujuan inti yang ingin diwujudkan melalui proses pensyariatan hukum,

seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan,agama, dan harta.??

20 Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Luthfianingsih, Kamus Istilah Hukum
Populer (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 225

2! Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2009). hlm. 120.

22 Asafti Jaya, “Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathib ”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,1996).
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Maksud dari teori magqdasid syari‘ah terletak pada upaya guna terciptanya
kebaikan serta mencegah kemudaratan, dengan kata lain menggapai manfaat dan
menolak kerugian. Konsep yang selaras dengan magasid syari‘ah ini ialah
maslahah, sebab setiap penetapan hukum Islam pada akhirnya berpijak pada
kemaslahatan. Allah SWT selaku As-Syari‘ (pemberi syari’at) tidak menetapkan
hukum maupun aturan secara sembarangan. Sebaliknya, setiap ketentuan yang
ditetapkan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan
umat manusia. Tujuan utama syari’at ialah membawa kebaikan bagi umat manusia,
dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Seluruh ketentuan dalam syari’at dilandasi
oleh prinsip keadilan, penuh dengan kasih sayang, serta penuh dengan hikmah.
Oleh karena itu, setiap bentuk permasalahan yang bertentangan dengan keadilan,
tidak mencerminkan rahmat, dan menimbulkan kemudaratan baik secara lahir

maupun batin dapat dipastikan bukan berasal dari ajaran syari’at yang benar.?

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum)
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-
Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah
SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan
kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan

kekuatannya, al-Syathibi membaginya kepada tiga tingkatan yaitu al dhariiriyyat

2 Khairul Umam, “Ushul Figih”, Bandung: Pustaka Setia, (2001).
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(primer), al hdjiyyat (sekunder), dan al tahsiniyyat (tersier). al Syathibi membagi 5
bentuk dalam tingkatan al dhariiriyydt yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz
al-nafs (jiwa), hifz al-nasb (keturunan), hifz al-'aql (akal) , dan kemaslahatan hifz
al-mal (harta) sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hdjiyah
sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah sebagai

prioritas ketiga.**

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode lapangan (field research), di
mana data diperoleh langsung dari sumber utama di Polresta Yogyakarta
guna memperoleh gambaran faktual mengenai fenomena yang diteliti.
Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan
pengumpulan data dalam lingkungan alamiah tanpa adanya intervensi dari
peneliti. Metodologi ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap
fenomena yang dikaji, dengan penekanan pada makna dan konteks yang
melingkupi peristiwa tersebut.?

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam

kegiatan 1lmiah yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa narasi

24 Paryadi, “Magashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” Cross-border,Vol. 4,
No.2 (2021). hlm. 201-216.

25 Sugiono, "Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatof, Kuantitatif, Dan
R&D", (Bandung: Alfabeta, 2007). hlm. 14
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tertulis maupun lisan dari individu yang menjadi subjek ataupun objek
kajian, sebagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan
ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial
dengan menitikberatkan pada makna, perspektif, dan konteks yang
melingkupi interaksi antar manusia. Pendekatan ini berfokus pada
pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan
menekankan ~ makna,  proses, dan  konteks  sosial  yang
melatarbelakanginya.”® Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini
untuk mengobservasi dan memahami objek kajian secara langsung
berdasarkan fakta empiris di lapangan. Fokus utama penelitian terletak pada
analisis penerapan pendekatan Restorative Justice pada penyelesaian

perkara KDRT pada lingkungan Polresta Yogyakarta.

Sifat Penelitian

Penelitian juga mengadopsi pendekatan deskriptif-kualitatif yang
bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara perundang-undangan
terkait teori- teori hukum untuk menjadi fokus kajian. Dalam prosesnya,
penulis berperan aktif dalam mengamati langsung kondisi serta peristiwa
yang menjadi objek penelitian, sehingga diperlukan analisis yang

mendalam guna memahami dinamika fenomena secara utuh. Sumber data

him. 3.

26 Lexy J Moleyong, "Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya", 2000).
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utama diperoleh melalui teknik wawancara, yang selanjutnya dianalisis
secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif
terhadap isu yang diteliti.?’ Penelitian ini akan menjelaskan serta
menganalisis tentang penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian
perkara KDRT di Polresta Yogyakarta dalam pemenuhan hak korban
dengan teori kepastian hukum gustav tentang kepastian, kemanfaat, dan

keadilan hukumnya serta dilihat juga dari tinjauan Magasid Syari’ah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian juga memakai pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode
yang menggabungkan studi norma hukum tertulis pada observasi terhadap
realitas sosial di lapangan. Melalui pengamatan langsung pada Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Yogyakarta terhadap kondisi
masyarakat, pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data faktual yang
relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap identifikasi masalah guna
menemukan solusi atas isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan
demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi
penerapan hukum dalam praktik serta menilai sejauh mana efektivitas

regulasi tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi.?®

27 Muhammad Ramadhan, "Metode Penelitian”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
hlm. 6-7.

28 Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Didalam Praktek", (Jakarta:: Sinar Grafika, 2002).
hlm. 15.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis
terhadap seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang relevan dengan isu
yang dikaji, baik dari aspek hierarki norma, urutan perundang-undangan,
maupun proses legislasi yang melingkupinya. Penelaahan juga dilakukan
terhadap karakteristik norma hukum, mencakup identifikasi apakah norma
tersebut termuat dalam regulasi yang bersifat khusus atau umum, serta
apakah berasal dari instrumen hukum yang bersifat lama atau terkini. Selain
pendekatan yuridis normatif, penelitian ini turut mengadopsi pendekatan
sosiologis untuk menilai bagaimana hukum diimplementasikan dalam
praktik masyarakat serta menelusuri dampak dari interaksi sosial terhadap

efektivitas norma yang berlaku.?’

4. Sumber Data
a. Data Primer
Data utama yang dimanfaatkan dalam penelitian ini disebut data primer.
Informasi diperoleh baik secara langsung berasal sumber aslinya melalui
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian.
Dalam studi ini, data primer dikumpulkan melalui keterlibatan langsung

penulis di lingkungan Unit PPA Polresta Yogyakarta guna mendapatkan

2 Amiruddin dan Zainal Askin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2012). hlm. 167.
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data empiris yang faktual dan relevan dengan isu yang menjadi fokus
penelitian.
b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder buku dan penelitian sebelumnya
tentang penerapan restorative justice, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun
2021, serta bahan hukum yang dapat memperkuat otentisitas bahan primer
meliputi sumber kepustakaan hukum buku, jurnal, artikel, tesis dan
sebagainya.
c. Data Tersier

Yakni bahan lain di luar keilmuan hukum untuk melengkapi bahan
sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia,
Kamus Hukum, majalah, berita, website lembaga yang terkait atau catatan

perkuliahan.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan berupa sebagai berikut ini:
a. Wawancara

Merupakan metode mendapatkan data melalui cara tanya-jawab dengan
peneliti serta narasumber. Di penelitian ini, Wawancara dilaksanakan
dengan Kepala Unit PPA Polresta Yogyakarta Ibu Apri Sawitri, S.H
menggunakan dua pendekatan, yaitu wawancara bebas dan metode

terstruktur pada tanggal 13 Juni 2025 di Kantor Unit Pelayanan Perempuan
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dan Anak pada Satreskrim Polresta Yogyakarta. Wawancara bebas
memungkinkan narasumber untuk memberikan jawaban secara luas tanpa
batasan ketat, sementara metode terstruktur dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya guna memperoleh data yang
lebih spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian.
b. Observasi

Untuk mengumpulkan data yang relevan untuk tujuan penelitian,
peneliti secara langsung mengamati objek penelitian baik itu individu,
kelompok, atau fenomena melalui metode pengumpulan data yang dikenal
sebagai observasi. Observasi dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti
terlibat dalam aktivitas yang diamati, atau non-partisipatif di mana peneliti
hanya sebagai pengamat.*
c¢. Dokumentasi

Yaitu berupa arsip, laporan, foto, video, atau bentuk lain yang dapat
digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami suatu fenomena juga
termasuk dalam kategori dokumentasi, yang merupakan teknik

pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen, baik yang berupa

tulisan, gambar, atau karya besar lainnya yang relevan dengan penelitian.®!

30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ,

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

him. 64.

31 Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),
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6. Analis Data

Analisis data ialah jenis penelitian di mana data dikumpulkan,
dikelompokkan dalam satu pola atau kategori, dan digunakan untuk
mendapatkan kejelasan atau kesimpulan tentang topik penelitian. Karena
penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode
analisis data deskriptif kualitatif. Karenanya, metode ini dapat
dimanfaatkan guna memberikan gambaran sistematis, deskriptif, dan
faktual tentang penerapan restorative justice dalam pemenuhan hak korban

kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta.*

32 Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian
Kualitatif dalam Berbagai Disiplin IImu., hlm. 33.
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G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat gampang dimengerti, penulis akan membuat

sistematika pada pembahasan terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN, Pada mana akan mengantarkan pembaca guna mengetahui
latar belakang pokok permasalahaan, kerangka teori, konsep dan tujuan manfaat
penelitian lalu dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah
dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM, Penjelasan Mengenai Kepastian Hukum, serta Magasid
Syariah

BAB III: MEKANISME PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE di Polresta
Yogyakarta.

BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang merincikan dan
menjawab kepastian hukum atas Resftorative Justice dalam pemenuhan hak korban
kasus kekerasan dalam rumah tangga di PolrestaYogyakarta serta bagaimana saja
mekanisme nya berjalan, sesuai dengan pokok permasalahan dalam penilitian.

BAB V: PENUTUP, Terdapat kesimpulan kritik maupun saran atas hasil yang di
dapatkan oleh penelitian yang dilakukan, dan diharapkan bisa memberikan kontribusi

pemahaman yang terbaru atas pokok permasalahan yang diteliti.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian serta analisis yang sudah dilaksanakan tentang penerapan

restorative justice dalam pemenuhan hak korban kasus kekerasan dalam rumah

tangga di Polresta Yogyakarta, penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1.

Penerapan Restorative Justice dalam pemenuhan hak korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta, ditemukan bahwa secara
umum Restorative Justice telah menjadi alternatif penyelesaian perkara yang
menekankan pada pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan pelaku, dan
pencapaian kesepakatan damai. Namun, pelaksanaan di lapangan masih
menyisakan beberapa kelemahan, terutama terkait proporsionalitas
kompensasi, jaminan keamanan, dan pemulihan psikologis korban. Dari tiga
kasus yang dianalisis kasus Ibu Salmah, Ibu Zeda, dan Ibu Rini terlihat bahwa
Restorative Justice dapat memberikan jalan keluar yang lebih cepat dibanding
proses peradilan konvensional, namun tidak selalu memenuhi secara optimal
hak-hak korban. Kasus Ibu Salmah menunjukkan kelemahan pada aspek hifz
al-mal karena kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian
fisik dan psikis yang diderita korban dan anaknya. Kasus Ibu Zeda mengungkap
bahwa penelantaran ekonomi dan emosional belum terselesaikan karena proses

masih pada tahap penyelidikan, sehingga hifz al-nafs, hifz al- ‘aql, dan hifz al-

98
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mal belum tercapai. Kasus Ibu Rini memperlihatkan bahwa ketiadaan
mekanisme pengawasan pasca kesepakatan berpotensi menurunkan efektivitas
perlindungan hifz al-nafs dan hifz al-nasl.

2. Perspektif Magqdasid Syari‘ah al-Syatibi, pelaksanaan Restorative Justice telah
mengarah pada perlindungan lima tujuan pokok hukum Islam (al-kulliyyat al-
khamsah), namun belum maksimal karena masih ada kekurangan dalam
pemeliharaan jiwa, harta, akal, dan keturunan secara berkelanjutan. Sementara
itu, menurut teori Gustav Radbruch, Restorative Justice di Polresta Yogyakarta
telah berupaya menghadirkan keadilan (justice) melalui mediasi, kemanfaatan
(expediency) dengan penyelesaian cepat dan mengurangi beban peradilan,
namun belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum (legal certainty)
karena kurangnya pengawasan dan standarisasi dalam pelaksanaan
kesepakatan. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice pada kasus
KDRT di Polresta Yogyakarta dapat dinilai bermanfaat dan memiliki nilai
keadilan, namun masih memerlukan perbaikan prosedural agar hak-hak korban
benar-benar terlindungi secara proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan

tujuan hukum nasional maupun magqgasid syari ‘ah.

B. Saran
Adapun dari saran dari penulis dari penelitian yang telah dilakukan ialah:
1. Penguatan Standarisasi Kompensasi : Perlu dibuat pedoman resmi terkait

besaran kompensasi dalam penyelesaian perkara KDRT melalui Restorative
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Justice agar sesuai dengan tingkat kerugian fisik, psikis, dan ekonomi korban,
sehingga tercapai prinsip hifz al-mal dan keadilan substantif.

. Pengawasan Pasca Kesepakatan: Harus ada mekanisme monitoring dan
evaluasi terhadap pelaku setelah tercapainya kesepakatan damai, untuk
menjamin keamanan korban (hifz al-nafs) dan mencegah terulangnya
kekerasan. Pengawasan dapat melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat,
maupun lembaga pendamping korban.

. Pendampingan Psikologis dan Sosial: Dalam kasus KDRT psikis atau
penelantaran, diperlukan pendampingan psikologis secara berkelanjutan untuk
memulihkan #hifz al- ‘agl korban. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama

Polresta Yogyakarta dengan psikolog, LSM, dan layanan konseling.
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